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ABSTRACT

Marriage registration is one of the family law reformation carried
out by muslim countries in the world. The aim is to achieve legal
certainty, rule of law, and legal protections of a marriage. Hence,
various countries in the Islamic world made the registration of
marriage as an obligation which legalized in any regulatory. However,
in its implementation, there is a difference perspectives on existence
of the registration. In reality, various muslim countries only enforce as
administrative requirements and not related to the validity of the
marriage because in this case the validity of the marriage remained
propped against the provisions of Islamic law.
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. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20
adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-
negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini idlakukan sebagai
respon terhadap dinamikayang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya
ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum
keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat
status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman
karena konsep figh tradisional dianggap kurang mampu memberikan
solusi terhadap permasalahan yang ada.?

Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara
muslim, secara garis besar mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan,
perceraian dan warisan. Dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk
pembaruan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini
dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi kesucian
perkawinan dan secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan
dalam kehidupan rumah tangga.
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Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash,
baik al Qur'an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi
muamalat yang di dalam al Qur'an diperintahkan untuk mencatatnya.
Atas dasar inilah, figh tidak menganggap penting terhadap eksistensi
pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman,
keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu
kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap
sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal
tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu
bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara
dunia Islam. Lebih lanjut, perkembangan, penerapan serta pengaturan
pencatatan perkawinan di beberapa negara muslim akan dideskripsikan
secara gamblang dalam makalah ini.

II. PERMASALAHAN
Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka masalah
utama yang akan dibahas adalah :
1. Bagaimanakah pandangan Islam tentang konsep pencatatan
perkawinan?
2. Sejauhmana uregnsi pencatatan perkawinan?
3. Bagaimana praktek pencatatan perkawinan pada beberapa negara

Islam di dunia?

[ll. PEMBAHASAN
A. Pencatatan Perkawinan dan Prakteknya Pada Masa Awal
Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu
bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam.
Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan
perkawinan di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama
figh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan
perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab
pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal
Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu
selain al Qur an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur'an dari
yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan
dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang
pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya
mengingat suatu peristiva perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk
dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al "urusy yang dilakukan dianggap telah
menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.® Dengan

® Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Sudi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta :
Kencana, 2004), h. 121
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demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan
sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i'lan
al nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat
setempat). Menurut pendapat yang kuat, i'lan al nikah merupakan salah
satu syarat sahnya agad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak
diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut
pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan
perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan
tidak diumumkan.”

Praktek i'lan al nikah pada masa awal Islam merupakan salah satu
hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini
terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya :
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Artinya : Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW
bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu".

Dalam hadits lain dinyatakan :
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Artinya : "Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :
"Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat
mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah
rebana-rebana".

Salah satu bentuk i'lan al nikah adalah walimah al "urusy (resepsi
pernikahan). Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan untuk
melaksanakannya, walaupun secara sederhana :
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Artinya : Rasulullah SAW bersabda : "Adakanlah walimah,
walaupun hanya dengan seekor kambing."

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa
walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun,
spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah
dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi
walimah al “urusy yang merupakan salah satu bentuk i'lan al nikah
dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping
adanya saksi syar’i.

Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, menurut Atho™ Mudzhar dalam
bukunya Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi,
pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai
bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (i'lan al nikah). Lebih jauh

4 Aep Saepulloh Darusmanwiati, “ Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam’,
http://www.indonesianschool.org, diakses tanggal 22 Januari 2007
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lagi, menurutnya, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat,
terutama bagi perempuan dan anak-anak.’
B. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan
menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan.
Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa
perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua
belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwva
perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan
dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga
sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang
autentik.® Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat
dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya
merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki
pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya,
khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada
dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal
ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak

2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang
mempunyai hak

3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa
orang lain mempunyai hak

4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat
suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta
perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting,
khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak
seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwva hukum telah
dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari
pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat
bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya
dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang
penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan
dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku
untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada.

® M. Atho' Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad, Antara Tradisi dan Liberasi
dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op.cit, h. 135

® Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami*ah No. 56 Tahun
1994, h. 14-15
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Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama
yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.”

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan
berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik,
khususnya hukum yang berhubungan ahwal al syakhshiyyah seperti
dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi,
hokum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa
adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara
seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya
ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang
bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak
adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah,
pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuatkan
dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

C. Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim

1. Iran

Upaya kodifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Iran
sebagai bagian dari hukum perdata dilakukan pada tahun 1928-1935.
Selanjutnya, pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi
yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan yang
berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan
unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah, sedangkan ketentuan-ketentuan di
luar itu diambil dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syari ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian
ditetapkan sebagai Qanun Madani (Hukum Perdata) dalam tiga tahap,
antara tahun 1928-1935.®

Hukum Perdata Iran khususnya hukum waris dan hukum keluarga
didasarkan pada hukum tradisional Syi ah Itsna Asy ariyah (Ja fari). Untuk
materi hukum waris, hingga sekarang tetap diberlakukan tanpa ada
perubahan sedangkan hukum perkawinan dan perceraian mengalami
reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun
upaya reformasi hukum yang dinggap cukup substansial dilakukan pada
tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan
Keluarga (Qanun Himayat Khaneiwada). Undang-undang ini bertujuan
mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan
sewenang-wenang.’

Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali
direformasi. Dalam Undang-undang 1975 ini, di samping tetap
memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian sebagaimana
yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, juga memasukkan

7 .
Ibid, h. 21
8 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay : NM.
Tripathi, 1972), h. 154
° Ibid, h. 155
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perubahan penting mengenai perceraian. Selain itu, undang-undang ini
juga membatasi pemberian izin poligami hanya pada kondisi-kondisi
tertentu.®

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi
hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan,
sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang
sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan
perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat regulatory
(administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai
mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya
dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan
(Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1).'* Peraturan seperti ini tidak ditemui
dalam pemikiran figh klasik, baik dalam mazhab Syi'i maupun Sunni.

2. Yaman Selatan

Upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan
pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun
1974 sebagai Hukum Keluarga (Qanun al Usrah). Hukum Keluarga yang
terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian,
akibat-akibatnya putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak.
Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan undang-undang
sejenis dari negara-negara Arab lain, namun dalam beberapa hal, materi
yang terdapat dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan figh
mazhab maupun hukum keluarga di negara lain.*?

Beberapa materi hukum baru yang dicantumkan di dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, yaitu masalah tanggungan biaya perkawinan
dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan
perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan,
pembatasan usia nikah, larangan perkawinan antara pasangan yang
umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar,
larangan cerai di luar pengadilan, pembatasan perceraian serta masalah-
masalah perkawinan lainnya yang bersifat umum dan teknis yudisial.™®

Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Yaman Selatan
memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Menurut
hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap
keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan
perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja.'* Hal ini
bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara
muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya

19 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Academy of
Law and Religion, 1987), h. 154

Y bid, h. 155

12 Atho’ Mudzhar dan K hairuddin Nasution (ed.), op.cit., h. 71

B bid, h.72

¥ bid,
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merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu
perkawinan.
3. Aljazair

Di Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam
Marriage Ordinance 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk
mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di
kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis
pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1082.%
Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang
perkawinan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh
pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun Marriage Ordinance
1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan
perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya
merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan
penentuan validitas suatu perkawinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair
memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang
perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali
menetapkan  konstitusi, akhirnya ditetapkanlah  undang-undang
perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum Kkeluarga di
Aljazair.*®* Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan
baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum
keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur
pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami
perubahan, walaupun Marriage Ordinance 1959 telah diamandemen.

4. India

Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya yang menjadikan
pencatatan perkawinan sebagai salah satu materi reformasi hukum
keluarga, di India hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan
untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah
nikah nama. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detil mengenai
kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan
telah mendapat kekuatan hukum.’

Walaupun praktek nikah nama ini telah memasyarakat di kalangan
muslim India, namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga
muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara
khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India.
Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah The
Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876 yang
diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama
telah diadopsi di wilayah Assam, meskipun dengan sedikit perubahan
yang kemudian menghasilkan The Assam Moslem Marriages and

1> Tahir Mahmood, Personal Law..., h. 131
18 Atho® Mudzhar dan K hairuddin Nasution, op.cit., h. 124-125
7 Tahir Mahmood, Family Law..., h. 176
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Divorces Registration Act 1935. Demikian pula di wilayah Orissa,
ditetapkan The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration
Act 1949. '

Secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India hanya
bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan
mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya
atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum
Islam.*®
5. Afghanistan

Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di Afghanistan
baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya Qanun-i Idzwaj
sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses
pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di
Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum
perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India. Sejalan
dengan itu, hukum Maliki mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai
juga diberlakukan secara menyeluruh. Namun, beberapa ketentuan dari
hukum ini kemudian diamandemen oleh Keputusan tentang Hak-hak
Wanita Tahun 1978.%°

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di
Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan.”* Walaupun materi
ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang
berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun
penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari
pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa
penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan
untuk melindungi hak-hak perempuan.

6. Pakistan

Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan
Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan
bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat
Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab gabul tersebut harus
melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini
dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara
muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak
mempengaruhi validitas suatu perkawinan.*?

8 |bid,

“1pid, h. 177

% Atho” Mudzhar dan Khairuddin Nasution, op.cit., , h. 139-140

?L Ibid, h. 149

2 1bid, h. 212, lihat juga M. Atho" Mudzhar, Islam and Islamic Law, a Socio-
Historical Approach, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 160
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7. Indonesia

Di Indonesia, pencatatan perkawinan ditempatkan sebagai sesuatu
yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme
yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga
ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara
umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2
ayat 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun
di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini
hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat
dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan
yang semuanya berhubungan dengan pencatatan.

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan :
"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan
dilangsungkan".

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur
secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,
setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :

(1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai
Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. %

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa
pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya
perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait
dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan
dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi
ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun
menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu
telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk
perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak
pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya

% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika
Pressindo, 1992), h. 114
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memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.?* Dengan demikian, perkawinan
baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum
Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna
apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan,
namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan
pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini
ditandai dengan masih banyaknya praktek nikah sirri. Pada dasarnya,
perkawinan seperti ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi
yang dapat dijatuhi sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang
melaksanakan pernikahan tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada pasal
3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.

Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak
menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai
Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Bab 1X pasal 45
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka :

a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat
(3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman
denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur
dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan
Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 7.500,-

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas

merupakan pelanggaran.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi
batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan
tersebut.

Sebenarnya, apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan
perbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan perkawinan. Sebagian
orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan
persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan.
Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan figh. Di sisi
lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi
syarat sah suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-
pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi

% A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam
Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, (Jakarta : Nuansa Madani, 1999), h. 64-65
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dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga
didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik.?®

Dalam kasus nikah sirri tersebut, tentunya akan sangat
menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena
kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan
kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena
itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan.

Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka
undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang
permintaan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar
pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/tidak punyai akte nikah) dinyatakan
sah, dna selanjutnya diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan
setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini dan memberikan
Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.
Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam.
Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946
pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 1990.

Namun, berdasarkan pasal 7 KHI tersebut, solusi yang ditawarkan
melalui permohonan itsbat nikah ini hanya dapat diterima dan dikabulkan
oleh Pengadilan Agama apabila :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

2. Hilangnya akta nikah

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974.%°

Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali
nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan itsbat
nikah ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
khususnya para isteri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum
kepada para wanita. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai isteri
dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas oleh pasal 7
Kompilasi Hukum Islam.

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Sudi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta :
Kencana, 2004), h. 131-133

% Abdurrahman, op.cit., h. 115
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8. Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang
diwajibkan. Walapun masing-masing negara bagian di Malaysia
mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi
hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan
oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan
perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu
perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada
hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap
sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia.?’

Pola administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia,
kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum
dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan
prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia.?®

Menurut undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat
perkawinan dan perceraian adalah Kadi Besar, Kadi-kadi, dan imam-iman
di setiap masjid yang diberi tauliah (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut,
terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan
bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak
mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam.
Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti
hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138).%

Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga
memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan
pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak
berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan
ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam. *

[ll. PENUTUP
Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi
hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di
dunia. Tujuannya adalah agar tercapainya kepastian hukum,
ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan.
Oleh karena itu, berbagai negara di dunia Islam menjadikan
pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dilegalkan
dalam suatu perundang-undangan.

2. Walaupun menimbulkan perbedaan pandangan mengenai
eksistensi pencatatan perkawinan, namun, berdasarkan realita

2" Tahir Mahmood, Personal Law..., h. 201

* Ibid, h. 199

% Atho” Mudzhar dan K hairuddin Nasution, op.cit., , h. 185

% pid, lihat juga Tahir Mahmood, Personal Law..., h. 201-202
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yang ada, berbagai negara muslim hanya memberlakukannya
sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan
validitas perkawinan. Dalam hal ini validitas perkawinan tetap
disandarkan pada ketentuan hukum Islam.
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